
PROVINSI GORONTALO

PERATT'RAIT DAERAH I{ABUPATEI{ BOALEIIIO

IIOMOR 5 TATIUN 2()15

TENTAflG
PERuBAI{ANANGGARAT{PEITDAPATAITDANBELAITJADAERAH

TAI{UN ATTGGARAN 2015

DENGAI{ RAHMAT TI'}IAIT YANG IIIAHA ESA

BUPATI BOALEMO'

Menimbang:a.bahnasehubungandenganperkembanganyangtidak
sesuai denga-n asumsi Kebijakan Urrrum APBD'

keaclaan yang menyebabkan pergeseran antar unit

organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja'

keadaan yang menyebabkan sisa iebih tahun

anggaran sebelumnya harrs digunakan untuk

pembiayaan dalam Tahun Anggaran 2015 maka perlu

d.ilakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2O15;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud pad'a huruf a, pertu menetapkan Peraturan

Daerah Kabupaten Boalemo tentang Perubahan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Taht;n

Anggaran 2015;

Mengingat:1.Undang-UndangNornorT2Tahunl9SStentang
Paiak Bumi dan Llangunan {Lembaran Negara

Republik Indonesia'fahun 1985 Nomor 68' Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312 )

sebagaimana- telah diubah dengan Undang - Undang

Nomor L2 Tahun 1994 tentang Perubahan atas

Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang

Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Ta'hrrn 1994 Nomor 62' Tambahan

Lemtraran Negara Repubiik Indonesia Nomor 3569 );

BUPATI



2. Unrlang * Undang Nomor 28 Tahun L999 tentang

Penyelenggaraar_ Negara yang Bersih dan Bebas dari

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme {Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3581);

3. Und.ang - Undang Nomor 5O Tahtin 1999 tentang

pembentukan Kabupaten Boalernn (l,embaran Nega-ra

Repubiik Indonesia Tahun 1999 Nomor 178'

Tamkrahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia

Nornor 3899) sekragaimana telah diubah dengan

Undang - Undang Nomor 1O Tahun 2OOO tentang

PeruLrahan atas ndang - Undang Nomor 5O Tahun

Lggg tentang Pembentukan Kabupaten Eloalerno

{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOO

Nomor?T,TambahanLernbaranNegaraRepublik
Indonesia Nomor 3965);

4. Undang -. Undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang

Eeuangan Negarat (Lembar-an Negara Republik

IndonesiaTahun2OO3Nomnr4T,Tambahan
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286};

5. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2AA4 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor a355);

6" Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang

Pemeriksaan Pengeiolaan dan Tanggung Jawab

Keuangan Negara {Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2AA4 Nomor 66, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aaOO);

Unciang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang

Sistern Pcrencanaan Pembangunan Nasicnal

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AO4

Nomor 1O4, Tambahan Lembaran Negara Repubiik

Indonesia Nomor a42l);
Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintahan l)aera-h (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2AO4 Nomor \26, Tambahan

Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4a38); 
t

7.

/



9. Unciang - Undang Nomor 28 Tahun 20Og tentang

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran

Negara Repubiik Indonesia Tahun 2009 Nomor t3O

Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia

Nomcrr 5Oa9);

10. Ur:dang * Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pcmbentukan Peraturan Pcrundang Undangan

(Lembar:an Negara Repubiik Indonesia Tahun 2011

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5234);

1L. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang

Pemerintahan Daerah (LemLraran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 24+, Tarnbahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomnr 5587);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2OO1 tentang

Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan

Pemerintah Daerah {lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OO1 Nomor +L, Tambahan

Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 4O90);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2OO1 tentang

Pajak l)aerah (Lembaran Negara Republik lndonesia

Tahun 2OOl Nomor 1.18, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor a13B);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang

Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 20CI1 Nomor 199, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a139);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang

Kecludukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dzilr

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 9O,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4'+16) sebagaimana telah dirrbah beberapa kali

terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2l
'fahun ZOQT tentang Perubahan Ketiga Atas

PeraturanPemerintah Nomor 24 Tahun 2AO4 tentang

Ked.udukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat l)aerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2AO7 Nomor 47,

Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia

/
Nomor a7 D\;



16. Peraturan Pemerintah Nornor 23 Tahun 2005 tentang

Pengeleilaan Keuangan Badan Layanan Umum

(LembaranNegaraReptrblikindonesiaTahun2oo5
Nomor4S'TambahanLembaranNegaraRepulrlik
Indonesia Nomor 45O2):

17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2oo5 tentang

Dana Perimbangan (Lembaran Negara Repubiik

trndonesia Tahun 2OO5 Nomor L37, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesa Nomor a575);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2OO5 tentang

Sistern Inftrrmasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2OOS Nomor 138'

TambahanLembaranNegaraRepubliklndonesia
Nomor 4576\ sebagairnana telah diubah dengan

PeraturanPemerintahNomor65Tahun2ol0tentang
Perubahan Atas Peraturan Pernerintah Nomor 56

Tahun 2OO5 tentang Sistem lnformasi Keuangan

Daerah(LembaranNegaraRepubliklndonesiaTahun
2O1O Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara

Republik indonesia Nomor 5155);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2OOS tentang

Pengelolaan Keuangan lJaerah {Lembaran Negara

Repubiik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 140'

Tambahan Lembaran Negara Repubtik Indonesia

Nomor a578);

20. Peraturan Pemerintah Nnmor 65 Tahun 2oo5 tentang

Ped.oman Pen5rusunan dan Penerapan Standar

Pelayanan Minimal {Lernbaran Negara Republik

IndonesiaTahun2oosNomorlso,Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a585);

21. Peraturan Pemerintah Nomor I Tahun 2006 tentang

Pelaporam Keuangan dan Kinerja lnstansi Pemerintah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006

Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Repubiik

Indonesia Nomor a614);

22. Peraturan Pernerintah Nomor 71 tahun 2O1O tentang

Standar Akuntansi Pemerintahan {Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 201O Nomor 123'

Tambahan Lembarau Negara Republik Indonesia tNomor 5165);



23. Peraturar Pernerintah Nomor 3O Tahun 2011 tentang

Pinjamar:. Daerah {Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2011 Nomor 59' Tambahan

Lemharan Negara Republik Indonesia Nomor 5219);

24. Peraturan Femerintah Nomor 2 Tahun 2AL2 tentang

Hibah Daerah [l'embaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2A12 Nomor 5, Tambahan Lcmbaran Negara

RePublik indonesia Nomor 5272]1;

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

setragaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21

Tahun 2O1i tentang Perubahan Kedua atas Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan I)aerah, (Berita

Negara Republik IndonesiaTahun 2Oi1 Nomor 3iO);

26. Peraturan Mcnteri Daiam Negeri Nomor 61 Tahun

2}CI7 tentang Pedoman Teknis }3adan Pelayanan

Umum Daerah;

27. Peraturan Menteri Daiam Negeri Nomor 32 Tahun

2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan

Sosiai Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2011 Nomor aSO) Scbagaimana telah diubah

dengan Peraturan Mcnteri Dalam Negeri Nomor 39

Tahun 2AL2 tentang Perubahan atas Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2AL1 tentang

Pedoman Pemberian Hibah dan Bar:'tuan Sosial Yang

Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Betanja

Daerah {Berita Negara Republik lndonesia Tahun

2012 Nomor SaO);

28. Peraturan Menteri Daiam Negeri Nomor 62 Tahun

2O11 tentang Pedornan Pengeloiaan Bantuan

Operasional Sekolah (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2O11 Nomor 807);

29" Peraturan Menteri Daiarn Negeri Nomor 37 Tahun

2014- tentang Pedoman PenYusunan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran

2ALS (Bcrita Negara Republik Indonesia Tahun 2CI14

Nomor 680 ); : /



3o.PeraturanDaerahKabupatenBoalemoNomor2
Tahun 2oIL tentang Pokok Ptlkok Pengelolaan

Keuanganl)aerah(I,ernbaranDaerahKabupaten
Boalemo Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran

Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 17i);

31. Peraturan Daerah Kahrupaten Boalemo Nomor 07

Tahun2014tentangAnggaranPendapatandan
BelanjaDaerahTahunAnggaran2ol5(I.embaran
Daerahl{abupaten}3oalemoTahun2014NomoroT);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWANILAN RAI(YAT DAERAII I(ABUPATE$ BOALEMO

dan

BUPATI BOALEI}IO

MEMUTUSI(AN:

Menetapkan : PERATITRAIT DAERA}I TEITTAUG PERUBAIIAIT
ANGGARAIT PENDAPATAN DAIiI BEI,AITJA DAERAII
TAIII'II AilGGARAIT 2015.

Pasal I

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

sebagai berikut :

1. Pendapatan.

a. Semula

b. Bertambah/ berkurang

Jumlah Pendapatan setelah Perubahan

2. Belanja

a. Semuia

b. Bertambah/ berkurang

Jumlah Belanja setelah Perubahan

Surplusl {Defisit) setelah perubahan

3. Pembiayaan

a. Ilenerimaan

L) Semula

2) Bertambah/berkurang

Jumlah Penerimaan seteiah Perubahan

Ilahun Ang5g5aran 2015,

Rp. 605.652.926.941.'

Rp 116.561,889.362.-
Rp.722.214.816.303,-

Rp. 615.778.161.231,^

Rp. 1 61.eEE€52&4-QS-1;

F:p. 777 .767 .lW.A77 ,8L,'
Rp. (55.552 3A2.77 4,8 1,-)

Rp. 19.625.234.29O,-

Rp 46.427.068.484.8 1'-

Rp. 66.052.3O2.77 4,87,'

/



Rp. O-OO,-

Pasal 2

{1} }rendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (t) terdiri dari:

a. Pendapatan asli daerah :

1) Semula
2) Bertambahl berkurang

Jumlah Pendapatan asii daerah setelah

b. Pengeluaran

L) Semula

2) Bertambahl berkrrang
Jumlah Pengeluaran setelah Perrrbahan

Jumlah PembiaYaan neto setelah

perubahan

Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah

perubahan

Perubahan
b. Dana perimbangan

1) Semula
2) Bertambah/ berkurang

1) Sem-ula

2) Bertambah/ berkurang

Rp. 9.5OO.OOO.OOO,-

Rp 1.OOO.OO9.0OO,-

Rp. 1O.5OO.OOO.O0O,*

Rp. 55.552.302.77 4,81,'

Rp. 32.226.4OO.O00,-

Rp. 5.542.510.362,-

Rp. 37.768.910.362,-

Rp. 5O4.677.745.OO0,-

Rp. 91.425.460.00O,-

Rp. 68.748.781.941,-
Rp. 19593.e19.oQQ-

Rp. 3.265.000"000,-
Rp. 1.139.OOO.OOO,-

Rp. 4.4O4.OOO.OOO'-

Rp. 3.461.40O.OOO,-

Rp. 45O.OOO.OOO.-

Rp, 3,911.4OO,OO0,-

r

Jumlah dana Perimbangan setelah

Perubahan RP' 596"103'205'000,-

c. t ain -lain pendapatan daerah yang sah

.Iumlah lain-lain Pendapatan daerah

yangsahsetelahPerubahanRp.sS'342.7oa.941,-

{2) Pendapatan Asii Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat {1'} huruf a

terdiri dari jenis pendaPatan :

a, Pajakdaerah:
1) Semula
2) Bertambah/ berkurang

Jumtah Pqiak daerah setelah

Perubahan
b. Retribusi Daerah

1! Semula
2) Bertambah/ berkurang

Jumlah Retribusi daerah setelah

Penrbahan

/



c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yal1g di pisahkan

Jumlah pengelolaan hasil kekayaan daerah

yang dipisahkan setelah Perubahan Rp 8.OOO.OOO.OOO,-

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

1) Semula
2) Bertambah/ berkurang

1) Semula
2) Bertambah/ berkurang

1) Semula

2) Bertambah/ berkurang
Jumlah dana bagi hasil

setelah Perubahan :

b, Dana alokasi Umum
1)Semula
2) Bertambah/ berkurarlS

Jumlah Dana alokasi Umum

setelah Perubahan

c. Dana Alokasi Khusus
1) Semula
2) Bertambah/ berkurang

Jumlah Dana Alokasi Khusus

setelah Perubahan

Rp. 8.0O0.000.000,-
Rp. .. - 0.oo"-

Rp. 17.5OO.OOO.OOO,-

Rp. 3.953.51o.362.-

Rp" 15"205.769.0OO,-

Rp. O.OO,--

Rp. i5.205.769.000,-

Rp. 405.948.366.OOO,-

Rp -------8.o9,'

Rp. a05.948.366.OOO,-

Rp. 83.523.610.OOO,-

Re 9.1.42s.46oJ)oo.-

Rp. 174.949.070.O0O,-

1".250.000.000,-

1.OO0.OOO.OOO,-

Rp. 10.{1,16.382.94 i,-
Rp. 

- _2.09o.ooo.Oq0,-

Rp. 12.816.382.94L,-

(3)

Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

setelah perubahan Rp. 21.453.510.362,-

Dana perimLrangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf il
terdiri dari jenis PendaPatan :

a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak :

(4) Lain-lain Pendapatan daeratr ya11g *th ssfoagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a. PendaPatan Hibah

1) Semula

2) Bertambah/ berkuramg
Jumlah Dana PendaPa.tan lainnYa

Setelah perubahan Rp' 2'25O'OOO'OOO,-

tr. Dana Bagi Flasil Pqiak dari Propinsi & Pemerintah Daerah

lainnya :

1) Semula
2) Bertambahl berkurang

Jumlah Dana Bagi Hasil Pqiak

setelah Perubahan :

Rp.

Rp.

,l



d.

Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

1) Semula RP' 48'682'399'000'-

2t Bertarnbah/ berkurang Rp' 1Q'425'919'OOO'-

.Iumlah Dana penyesuaiair dan otonom khusus

setelatr perubahan Rp. 65.108.318.000,-

Dana Bantuan Keuangan Dari Provinsi & Pemeri.ntah

I)aerah Lainnya

.Iumlah Dana penyesuaian dan otonom khusus

Setclah perubahan Rp. 8.i68.OOO-OOO,-

Pasal 3

{1} Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri dari :

a" Belania tidak langsung
L) Semula

2) Bertambah/ berkurang

Jumlah belanja tidak langsung

setelah Perubahan:
b. Belanja langsung

1) Semula

2) Bertarrbah/ berlmrang
Jumlah belanja langsung

setelah Perubahan

thl Belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

huruf a terdiri dari :

a. Belanja Pegaweii

1) Semr.lla

2) Bertarnbah/ berlnramg

1) Semula
2) Bertambah/berkurang

Jumlah Belaqia Pegawai
setelah Perubatran :

b. Belanja bunga
1) Semula
2) Bertambahl berkurang

Jumlah belanja bunga
setelah perubahan:

c. Belanja hibah :

1) Semula
2) Bertambah/ berkuramg

Jum1ah belanja hibah
setelah perubahan

Rp. 8.OOO.OOO.O0O,-

Rp. 168.O0O.000,-

Rp. 316.9i+3. 1 1 1.406' -

Rp" 22.382,.249,.!0'\&$l-:

Rp. 339.325.860.4'49,8 1,-

Rp. 298.835.049.825,-
Rp. 139.6O6.2O8.803c

Rp. 438.441.258.628,-

Rp. 278.804.041. 19O,-

Rp,-- 5.85 1 .93o.O43.8-1, -

Rp" 284.655.97 1.233,8 1,-

4.285.000.000,-

Rp. 4.650.O0O.OOO,-

Rp.

Rp

Rp.

Rp

4.419.500.ooo,-

t/
Rp 3.q69.500.ooo,-



e. Belanja bantuan keuangan kepada Propinsi/Kabupaten/Kota

& Pemerintah Desa :

d. Belanja bantuan sosial :

1) Semula
2) Bertambab/ berkuramg

Jumlah belanja Bantuan sosial

setelah Perubahan

1) Semula

2) Bertambahl berkurang

setelah Perubahan
f" Belanja tidak terduga

1) Semula
2) Bertambah/ berkurang

Jumlah belanja tidak terduga

setelah Perubahan:

Rp. 15O,00O'O0O,-

Rp. 22O.-OOO.0OO.-

Rp. 37O.OOO.OOO,-

Rp. 28.284.57a.2L6,-
Rp _i9 j3€13 j9o,"

Rp. 45.180.389.216,-

Rp. 1.OOO.OOO.O0O,-

Rp. {5OO.OOO"OOO,-}

Rp. 5OO,OOO"0OO,-

Rp. 3O.374.621.239,'
Rp. i-E$€29.361t

Rp. 36.223.250.600,-

Rp. 126.887.937.5612,*

Rp. 28.469,91j1"O51.-

Rp. 155.357.851.613,-

Rp.141.572.49L.A24,-
Rp.1O5.2Q7.665.391'-

Rp.246,86O.156.415,-

.Iumla hLrelanj abantuankeuan gankepadaProvinsi /
KabupatenlKota & Pemerintahan l)esa

{3} Belanja langsung sebagairnana dimaksud pada ayat (1) huruf b

terdiri dari :

a. Belanja pegawai :

1) Semula
2) Bertambah/berkurang

Jumlah belanja Pegawai
setelah Perubahan :

b. Belanja barang dan jasa

1) Seruula
2) Bertambah/ berkurang

Jumlah belanja barang dan jasa

setelah perubafran

c. Belanja modal
1) Semula
2) Bertambah/ berkurang

Jumlah belanja modal

setelah perubahan :

ksal4

{1} Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (3}

terdiri dari :

a. Penerimaan Pembiayaan daerah

1) Semula RP' 19'625'234'290'-

2) Bertambah/ berkurang Rp 46'421'9tQ8.'384,81'-

Jumlah Penerimaan
setelah peruhahan: Rp.66.052.3A2.774,81,- t

I{



{2t Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat {1) huruf a terdiri dari :

a. SILPA iahun anggaran sebelurnnya sejumlah

b. Pengeluaran PembiaYaan daerah

L). Semula
2). Bertambah/ berkurang

Jumlah Pengeluaran
setelah Perubahan

1) Semula
2) Bertambahl berkurang

1). Semula

2). Bertambah/ berk;rang

Rp. 9.5o0.o0o.OOo.-

Rp. 1.OOO.OOO.00O,-

Rp. 10.5OO.OOO.O0O,-

Rp. 2.325.291.294,-
Rrr 46.;*27.068.'+84,81,-

Rp. 2.5OO.OO0.OOO,-

Rp. " 1.QQLQQOS00-".

Jumlah penerimaan setelah perubahan : Rp. 48.752.359.774,81,-

b. Penerirnaan Pinjaman Daerah

1) Semula Rp. 17.299.943.0O0.-

2) Bertambah/ berkurang RP O'OO'-

Jumlah penerimaan setelah perubahan : Rp. L7.299.943.OOO'-

{3} Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (u huruf b

terdiri dari :

Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah

Jumiah pengelua.ran setelah perubahan Rp. 3.5OO.OO0.OOO,-

Pasal 5

Uraian iebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

sebagaimana di maksud dalam Pasai 1, tercantum dalam Lampiran yang

1rrerupakan bagian

terdiri dari :

1. l,ampiran I

2. Lampiran II

3. Lampiran III

4. Lampiran IV

5. Lampiran V

yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini,

Ringkasan Perubahan APBD;

Ringkasan Perubahan APBII menurut Urusan

Pemerintahan Daerah dan Organisasi;

Rincian Perubahan APBD menurut Urusan

Pcmerintahan Daerah Organisasi, Pendapatan,

Belanja dan PenebiaYaan;

Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan

Pemerintahan Daerah Organisasi, Program dan

Kegiatan;

Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk

keselarasan dan Keterpaduan Urusan

Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam

Kerangka Fengelolaan Keuangan Negara ;

rl



6. Lampiran VI

7. I",ampiran VII

8. Lampiran VIII

9. Lampiran IX

l0.Lampiran X

ll.Lampiran )C

Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan

dan Per jabatan;

Daftar Perutrahan Piutang Daerah

Daftar Perubahan Penyertaan Modai (Investasi

Dacrah;

Daftar Pembahan Perkiraan Penambahan dan

Pengurangan Aset TetaP Daerah;

Ifaftar Pen-rbahan Perkiraan Penambahan dan

Pengurangan Aset LainnYa

Daftar Kegiatan- kegiatan tahun arlggaran'

sebelumnya yang treium diselesaikan dan

dianggarkan kembali dalarn tahun anggaran ini;

Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah'

Pasal 6

Ireraturan tentang Perubahan Penjabaran Anggaran

Belanja Daerah sebagai landasan operasional

12.I-ampiran XII

Bupati menetaPkan

Pendapatan dan

pelaksanaan.
Pasal 7

peraturan l)aerah ini muiai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memenntahkan pengundangall

Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah

Kabupaten lloaiemo.

Ditetapkan di
Pada tanggal I 2015

\ rurarr
,/

Diundangkan di Tilamuta
Pada tanggai i8 Agustus 2o15
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